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Abstrak

Salah satu bentuk bisnis yang turut meramaikan dunia perdagangan Indonesia saat ini adalah factoring, 
yang dalam istilah Indonesia disebut anjak piutang. Perjanjian anjak piutang tidak dikenal dalam RUH 
Perdata maupun KUH Dagang, tetapi dapat hidup dan berkembang karena RUH Perdata kita mengenal 
sistem terbuka dan azas kebebasan berkontrak yang berpangkal dari adanya kedudukan kedua belah 
pihak yang sama derajat. Namun, dalam praktek, perjanjian anjak piutang berbentuk kontrak baku yang 
isi  dan syarat kontraknya telah ditentukan sepihak oleh factor,  maka klien hanya berpeluang untuk 
menerima atau menolak syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut. Di sini nampak dominasi factor 
yang cukup besar sehingga kewajaran perjanjian tersebut sangat tergantung kepada factor. Faktor selalu 
memaksakan kehendaknya pada klien. Lemahnya posisi klien tergambar dalam Termination Clause dan 
syarat panghentian perjanjian sebelum saat berakhirnya perjanjian. Secara substansi hubungan hukum 
antara  factor dengan  klien  tidak  jelas,  terutama  dalam  hal  menentukan  masalah  tanggung  jawab  
hukumnya. Dari  hasil  penelitian  ini,  disarankan  agar  pemerintah  perlu  membuat  ketentuan  yang  
membatasi  kebebasan berkontrak dan mencegah penggunaan klausul  kontrak yang tidak seimbang,  
yaitu dengan cara membuat ketentuan yang berisikan larangan menggunakan klausul  kontrak yang  
dinilai dapat merugikan klien baik dari segi kepatutan, keadilan maupun berdasarkan kebebaaan dalam 
dunia bisnis di Indonesia sehingga pada akhirnya, tercipta kondisi bisnis anjak piutang yang saling 
menguntungkan baik dari segi hukum maupun dari segi bisnis yang pada akhirnya dapat merangsang 
pertumbuhan dan kegiatan usaha anjak piutang untuk menunjang perekonomian di Indonesia. Sasaran 
yang ingin dicapai adalah memberikan porlindungan hukum yang seimbang kepada factor, klien, dan 
customer,  pembatasan  kebebasan  berkontrak  dapat  dilakukan dengan  dua  Cara  yaitu,  Pertasra,  
menyempurnakan kaidah-kaidah dalam buku III KUH Perdata atau membuat undang-undang tentang 
perikatan  dan  undang-undang  tentang  hukum  kontrak  (termasuk  kontrak baku).  Kedua,  membuat  
beberapa undang-undang yang khusus mengenai suatu aspek tertentu seperti undang-undang mengenai 
anjak piutang.


